BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang telah dijelaskan oleh

penulis di bab-bab sebelumnya yang telah di uraikan, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagai berikut :
Para transmigran yang memperoleh tanah dari pemerintah sudah
diberikan sertipikat hak milik paling lambat 5 tahun sejak
penempatan transmigran, setiap kepala keluarga mendapatkan
tanah seluas 2 hektar. Pengurusan sertipikat merupakan tanggung
jawab Menteri dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ada 40
responden dalam penelitian ini yaitu 20 responden dari Desa
Mopuya dan 20 responden dari Desa Mopugad. 20 responden dari
Desa Mopuya sudah mendapatkan sertipikat hak milik. Sedangkan
dari Desa Mopugad 18 responden sudah mendapatkan sertipikat
hak milik, namun ada 2 responden yang belum mengurus sertipikat
karena membeli tanah dari transmigran lain dengan cara transaksi
jual beli tanah dibawah tangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibuat oleh penulis, maka penulis

memiliki saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow agar lebih

memerhatikan dan mengevaluasi tanah-tanah transmigrasi yang
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sudah tidak ditempati oleh pemiliknya berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Larangan
Pemindahan Hak Atas Tanah yang diperoleh dari hasil pelaksanaan

transmigrasi oleh transmigran.
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